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Penulisan tesisini dilatar belakangi berbagai keluhan masyarakat khususnya masyarakat berperkara yang
sedang mengajukan permohonan kasasi perdata di Mahkamah Agung karena rumit dan lambannya proses
atau alur yang harus ditempuh sebelum mendapatkan putusannya. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang
menjadi tumpuan masyarakat dalam mencari keadilan, Mahkamah Agung Rl yang mempunyai tugas dan
wewenang salah satunya adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung, seharusnya dapat membuat alur proses penyelesaian kasasi yang mudah,
cepat dan transparan sehingga masyarakat yang berperkara segera mendapatkan kejelasan akan nasibnya.
Untuk mengatasi kelambanan dan rumitnya proses penyelesaian kasasi perdata tersebut sudah saatnya
Mahkamah Agung melakukan terobosan pemikiran yang fundamental, perencanaan secara radikal serta
perbaikan yang dramatis terhadap biaya, kualitas, pelayanan dan kecepatan. Konsep Rekayasa Ulang
Perusahaan (Reengineering the Corporation) dari Michael Hammer dan James Champy adalah alternatif
yang dapat diterapkan sebagai terobosan dimaksud di atas, karena konsep ini akan memulai dari akar
permasal ahannya, bukan membuat perubahan superfisial atau berkutat dengan yang sudah ada, tetapi
membuang jauh kebiasaan-kebiasaan lama. Hasil yang akan dicapai bukanlah peningkatan secara marjinal,
namun suatu lompatan besar (quantum leaps) dalam kinerja dan orientasi aktifitasnya adalah proses, bukan
memusatkan perhatian pada tugas-tugas, pekerjaan, orang-orang atau struktur. Berawal dari kondisi dan
harapan yang demikian, penulis tertarik untuk ingin mengetahui : a. Bagaimana proses penyel esaian kasasi
perkara perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia? b. Apakah alternatif proses penyelesaian kasasi
perkara perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan konsep Rekayasa Ulang Perusahaan
(Reengineering the Corporation)? Menarik untuk diteliti adalah proses penyelesaian kasasi perkara perdata
umum atau disebut perdata sgja, tidak termasuk perdata khusus, seperti perkara niaga/kepailitan, Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI), perkaraHak Azasi Manusia (HAM), Perselisihan Hubungan Industrial (PHI),
karena lebih 75% dari perkara kasasi yang digjukan ke Mahkamah Agung Rl merupakan perkara perdata.
Dari keinginan untuk memberikan usulan atau masukan dalam mengatasi kelambanan dan rumitnya proses
penyelesaian kasasi perkara perdata di atas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk
mengetahui proses penyelesaian kasas atas perkara perdata di tingkat Mahkamah Agung RI serta penerapan
konsep rekayasa ulang dari Hammer & Champy sebagai jalan keluarnya. Dalam menerapkan konsep
dimaksud, peneliti menggunakan metodologi The Rapid Reengineering Rapid Re yang dikemukakan oleh
Raymond L. Manganelli & Mark M. Klein, bahwa pada intinya terdapat 5 tahap (persiapan, identifikasi,
visi, solusi dan transformasi) dan 54 langkah/tugas untuk meraih sukses rekayasa ulang. Berdasarkan fakta-
fakta yang ada, dari alur/proses penyelesaian permohonan kasasi perdata selanjutnya akan dianalisa secara
deskriptif kualitatif, kemudian akan diusulkan saran-saran untuk mengatasi permasalahan di atas
menggunakan konsep rekayasa ulang. Peneliti hanya akan fokus pada masalah panjang dan rumit serta tidak
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efisiennya alur atau proses penyelesaian kasasi perkara perdata sebagai faktor penyebab menumpuk dan
tertunggaknya perkara kasasi, walaupun dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa masih ada
penyebab lain seperti tidak adanya batasan persyaratan untuk perkara yang bisa dikasasi; tidak ada
kewenangan lembaga dibawah Mahkamah Agung yang dapat menolak permohonan kasasi walaupun
terdapat persyaratan formal yang tidak terpenuhi; ketidak percayaan masyarakat kepada lembaga peradilan
di bawah, sehingga semua perkara di kasasi; produktifitas kerja hakim agung dan bagian administrasi yang
rendah; rendahnya penggunaan teknologi informasi dan sebagainya. Dari hasil penelitian kemudian
dilakukan analisa data, diperoleh kesimpulan bahwa setiap kasasi perkara perdata yang diperiksa dan diadili
oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan melalui 7 (tujuh) alur/proses tahapan dengan melibatkan 7 (tujuh)
bagian/fungsi dari organisasi Mahkamah Agung dengan tanpa adanya waktu penyelesaian, sebaliknya
dengan penerapan metodologi rekayasa ulang, setiap kasasi dimaksud akan melalui 3 (tiga) proses tahapan
penting dengan melibatkan 3 (tiga) bagian organisasi Mahkamah Agung dengan waktu penyelesaian paling
lambat 60 hari. Secara praktis konsep rekayasa ulang melalui perubahan fundamental, radikal, dramatis
dengan fokus pada proses hakekatnya dapat diterapkan untuk tujuan efisiens jika didukung oleh peran
sumber daya manusia dan peralatan teknologi informasi yang memadai.b. Apakah alternatif proses
penyelesaian kasasi perkara perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan konsep Rekayasa
Ulang Perusahaan (Reengineering the Corporation)? Menarik untuk diteliti adalah proses penyelesaian
kasas perkara perdata umum atau disebut perdata sgja, tidak termasuk perdata khusus, seperti perkara
niaga/kepailitan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perkaraHak Azasi Manusia (HAM), Perselisihan
Hubungan Industrial (PHI), karenalebih 75% dari perkara kasasi yang digjukan ke Mahkamah Agung RI
merupakan perkara perdata. Dari keinginan untuk memberikan usulan atau masukan dalam mengatasi
kelambanan dan rumitnya proses penyelesaian kasasi perkara perdata di atas, tujuan peneliti melakukan
penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian kasasi atas perkara perdata di tingkat Mahkamah
Agung RI serta penerapan konsep rekayasa ulang dari Hammer & Champy sebagai jalan keluarnya. Dalam
menerapkan konsep dimaksud, peneliti menggunakan metodologi The Rapid Reengineering Rapid Re yang
dikemukakan oleh Raymond L. Manganelli & Mark M. Klein, bahwa pada intinya terdapat 5 tahap
(persiapan, identifikasi, visi, solus dan transformasi) dan 54 langkah/tugas untuk meraih sukses rekayasa
ulang. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, dari alur/proses penyelesaian permohonan kasas perdata
selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, kemudian akan diusulkan saran-saran untuk mengatas
permasalahan di atas menggunakan konsep rekayasa ulang. Peneliti hanya akan fokus pada masalah panjang
dan rumit sertatidak efisiennya alur atau proses penyelesaian kasasi perkara perdata sebagai faktor
penyebab menumpuk dan tertunggaknya perkara kasasi, walaupun dari hasil penelitian diperoleh gambaran
bahwa masih ada penyebab lain seperti tidak adanya batasan persyaratan untuk perkarayang bisa dikasasi;
tidak ada kewenangan lembaga dibawah Mahkamah Agung yang dapat menolak permohonan kasasi
walaupun terdapat persyaratan formal yang tidak terpenunhi; ketidak percayaan masyarakat kepada lembaga
peradilan di bawah, sehingga semua perkara di kasasi; produktifitas kerja hakim agung dan bagian
administrasi yang rendah; rendahnya penggunaan teknologi informasi dan sebagainya. Dari hasil penelitian
kemudian dilakukan analisa data, diperoleh kesimpulan bahwa setiap kasasi perkara perdata yang diperiksa
dan diadili oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan melalui 7 (tujuh) alur/proses tahapan dengan
melibatkan 7 (tujuh) bagian/fungsi dari organisasi Mahkamah Agung dengan tanpa adanya waktu
penyelesalan, sebaliknya dengan penerapan metodologi rekayasa ulang, setiap kasasi dimaksud akan melalui
3 (tiga) proses tahapan penting dengan melibatkan 3 (tiga) bagian organisasi Mahkamah Agung dengan



waktu penyelesaian paling lambat 60 hari. Secara praktis konsep rekayasa ulang melalui perubahan
fundamental, radikal, dramatis dengan fokus pada proses hakekatnya dapat diterapkan untuk tujuan efisiens
jikadidukung oleh peran sumber daya manusia dan peralatan teknologi informas yang memadai.



